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KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
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15.

NOMOR : 140/06/Kpts/WN.STB/1/2020

TENTANG
PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN
NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 /PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota
TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi
Beban APBN dan APBD:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Pemerintahan Nagari;

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari

Peraturan Bupati Nomor 9] Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 :
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar
Biaya Pemerintahan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Camat Ranah Pesisir di Balui Selasa
Ketua Bamus Nagari Pelangal Kaciak di Pelangai Kaciak
Asli diberikan pada yang bersangkutan di tempat

1 al

P o K

Pertingg

MEMUTUSKAN
Mengangkat Saudara :

Nama : ENGKI ADI PUTRA

Tempat tgl Lahir : Padang lalang, 10-10-1988

Jabatan . Kepala Urusan Keuangan

Alamat : Padang Sirih Nagari Sungai Tunu Barat,

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Urusan Keuangan Nagari Sungai Tunu
Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai
berikut
a. Melaksanakan fungsi kebendaharaan dan memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak atas nama Pemerintah Nagari
b. Menyusun RAK Nagari
c. Melakukan Penata Usahaan yang meliputi Menerima, Menyimpan,
Menyetor/membayar dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan
Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari
d. Bersama-sama dengan Kepala Seksi dan Kepala Urusan membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui Sekretaris Nagari
disetujui oleh Wali Nagari
e. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik
pemerintahan nagari secara tertib dan teratur
f.  Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran
serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan uang maupun
barang secara tertib dan teratur
"8 Menyusun dokumen /bukti-bukti secara tertib dan teratur dan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

: Kepala Urusan Perencanaan Nagari dalam melaksanakan tugas

bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu
Barat tahun anggaran 2020 .

¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan

31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.




